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RANCANGAN 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR …  TAHUN ... 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 

TENTANG  

TENTARA NASIONAL INDONESIA  

 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
 

Menimbang : a. bahwa tujuan nasional Indonesia adalah untuk 
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah 

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; 
b. bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk 

menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan 
keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari 

ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap 
keutuhan bangsa dan negara; 

c. bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat 

pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara 

untuk menegakkan kedaulatan negara, 
mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi 
keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer 

untuk perang dan operasi militer selain perang, serta 
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ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan 

perdamaian regional dan internasional; 
d. bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan 

dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan 

politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip 
demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, 

ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum 
internasional yang sudah diratifikasi, dengan 
dukungan anggaran belanja negara yang dikelola 

secara transparan dan akuntabel; 
e. bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang 

Tentara Nasional Indonesia, masih perlu 

disempurnakan dalam upaya memenuhi kebutuhan 
hukum masyarakat dan perubahan peraturan 

perundang-undangan lainnya; 
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, 

dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; 
 
Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat 

(5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang 

Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4439);  
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Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA 
NASIONAL INDONESIA. 

 
 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 127, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439), diubah 
sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 47 

(1) Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah 
mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif 

keprajuritan. 
(2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor 

yang membidangi koordinator bidang Politik dan 

Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris 
Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, 

Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan 
Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika 
Nasional, dan Mahkamah Agung, serta 

kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga 
dan keahlian Prajurit aktif sesuai dengan kebijakan 
Presiden.    
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(3) Prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas permintaan 
pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah 
nonkementerian serta tunduk pada ketentuan 

administrasi yang berlaku dalam lingkungan 
kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian 

dimaksud.   
(4) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi prajurit 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai 

dengan kebutuhan organisasi kementerian dan lembaga 
pemerintah nonkementerian yang bersangkutan.  

(5) Pembinaan karier prajurit yang menduduki jabatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh 
Panglima bekerja sama dengan pimpinan kementerian 

dan lembaga pemerintah nonkementerian yang 
bersangkutan.   

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prajurit aktif pada 

organisasi kementerian dan lembaga pemerintah 
nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.   

 

2. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 53 

(1) Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia 
paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi perwira dan 

paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi bintara 
dan tamtama. 

(2) Khusus untuk jabatan fungsional, Prajurit dapat 

melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling 
tinggi 65 (enam puluh lima) tahun sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  
(3) Khusus untuk perwira tinggi bintang 4 (empat), Prajurit 

dapat diperpanjang masa dinas keprajuritannya 

maksimal 2 (dua) kali yang ditetapkan dengan 
Keputusan Presiden. 
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(4) Perpanjangan masa dinas keprajuritan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 2 (dua) 
tahun dan/atau dapat diperpanjang kembali sesuai 
dengan persetujuan Presiden. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa dinas 
keprajuritan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.  
 

Pasal II 
 

1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua 

peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia,  

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 
dengan Undang-Undang ini. 

2. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat 

kelengkapan yang menangani bidang legislasi wajib 
melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap 

pelaksanaan Undang-Undang ini 2 (dua) tahun setelah 
Undang-Undang ini berlaku berdasarkan mekanisme yang 
diatur dalam Undang-Undang mengenai Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan.   
3. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 

 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal                  

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 
 

           JOKO WIDODO 

 
 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal ...                          

 
MENTERI SEKRETARIS NEGARA  

REPUBLIK INDONESIA, 
 

                 

         PRAKTINO 
 
 

 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ... 
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PENJELASAN 

ATAS 

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR … TAHUN … 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004  

TENTANG  

TENTARA NASIONAL INDONESIA  

 
I. UMUM 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  
1945 mengamanatkan  bahwa tujuan  nasional yakni   melindungi   segenap   
bangsa   dan   tumpah   darah   Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut  serta  melaksanakan  ketertiban  
dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan,     perdamaian abadi, dan     keadilan     

sosial.    Untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara   
RepublikIndonesia Tahun 1945 tersebut diperlukan upaya bersama segenap 
bangsa Indonesia dalam mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan 

bernegara.  Upaya bersama dimaksud diwujudkan dalam peran, fungsi, dan 
tugas tiap-tiap komponen bangsa serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh 
untuk pertahanan negara. 

Pertahanan  negara merupakan  salah  satu  bentuk upaya bangsa 
Indonesia dalam mencapai tujuan nasional.  Hakekat pertahanan  negara 

adalah keikutsertaan tiap-tiap warga negara sebagai perwujudan hak dan 
kewajibannya dalam usaha pertahanan negara.  Hak dan kewajiban tiap-tiap 
warga negara tersebut  diatur dalam Pasal 30  ayat (1)  Undang-Undang Dasar  

Negara   Republik  Indonesia Tahun  1945, sedangkan ayat (2)  menegaskan 
bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan  melalui sistem pertahanan dan 

keamanan rakyat semesta, yaitu bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan 
kekuatan utama dan rakyat  sebagai  kekuatan pendukung.   Sebagai  kekuatan   
utama  yang menurut  Undang-Undang Nomor 3 Tahun  2002  tentang  

Pertahanan Negara disebut sebagai komponen utama  dalam sistem pertahanan  
negara,  Tentara Nasional  Indonesia  merupakan alat negara yang bertugas 
mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan 
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negara. Dalam Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa susunan, kedudukan, hubungan, dan 
kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas, termasuk 
syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan negara serta 

hal-hal  yang terkait  dengan pertahanan  negara diatur  dengan beserta aturan 
pelaksanaannya. 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional 
Indonesia, masih terdapat kelemahan dalam upaya pemenuhan kebutuhan 
hukum masyarakat. Selain itu materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia juga belum sesuai dengan 
perkembangan ketatanegaraan dan peraturan perundang-undangan lainnya. 
Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara 

Nasional Indonesia perlu diubah.  
Perubahan yang ada dalam Undang-Undang ini telah mengacu pada 

paradigma baru terhadap peran Tentara Nasional Indonesia sehingga Tentara 
Nasional Indonesia diharapkan dapat menjadi alat pertahanan negara yang 
professional dan kuat sesuai dengan kepentingan politik negara dan harapan 

masyarakat. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai penambahan usia 
masa dinas keprajuritan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan dapat 

diperpanjang lagi sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun bagi prajurit yang 
memiliki jabatan fungsional.  

Selain itu terdapat perkembangan permasalahan hukum pengajuan uji 

materiil terhadap Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia. Hal ini 
dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara 

Nasional Indonesia terkait masa dinas prajurit Tentara Nasional Indonesia. 
Putusan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan perlunya tindakan segera untuk 

menyesuaikan perubahan atas Undang-Undang dimaksud.   
Selanjutnya, materi muatan dalam Undang-Undang ini antara lain 

mengatur mengenai pengaturan prajurit aktif pada organisasi kementerian atau 

lembaga pemerintah nonkementerian serta usia masa dinas prajurit TNI. 
 

 
 
II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal I 

Angka 1 
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     Pasal 47 

     Cukup jelas. 
    
Angka 2 

     Pasal 53 
     Cukup jelas. 

 
Pasal II 

Cukup jelas. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ... 


